
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PROVINSI SULAWESTI UTARA

PERATURAN DATRATI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULAITDANG BIARO

ITOMOR 2 TAHUN 2017

TEITTANG

ANGGARAN PTITDAPATAIY DAIT BEI,ANJA DAERAII
TAHIIN ANGGARAIT 2OL7

DENGAN RATIMAT TUIIAN YANG MATIA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)

huruf d dan ayat (21 huruf b Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah,

Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama dan Kepala

Daerah menetapkan Peraturan Daerah yacrLg telah

mendapat persetujuan bersama DPRD;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2OL7 yang dijabarkan kedalam kebijakan

umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang

telah disepakati bersama arfiara Pemerintah Daerah

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 30

November 2016;



Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 -

1. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aaO$;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +a2\;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 17, Talrrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a69\;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll

Nomor 82, Tambahan I-embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

g.Undang-UndangNomorlTTahun2ol4tentangMajelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah'

Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (Lembaran Negara

RepubliklndonesiaTahun2o|4Nomor182,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tartbahan Lembaran

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir

d,engan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 5679lr

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OOl tentang

PembinaandanPengawasanAtasPenyelenggaraan
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan l,embaran

Negara Nomor a09O);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

KedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandan
AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerah(l,embaran
NegaraRepubliklndonesiaTahun2oo4Nomor90,
(Tambahan I,embararr Negara Republik Indonesia

Nomor4416|sebagaimanatelahdiubahdengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang

PerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor24
Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2005Nomorg+,Tambahanl,embaranNegara
Republik Indonesia Nomor a5a0);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5O2l;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara

Republik Ind,onesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4o, Tarrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan I-embaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6lal;



19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaima:ra telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2076

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll
tentang Pedoman Pemberian Hibah da:r Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25.Peraturan Daera-h Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (I-embaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Tahun 2011 Nomor 4);



26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
(l,embaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro (l,embaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2OL7

Nomor 1);

Dengan Persetuj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

dan

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Menetapkan PERATURAN DAERAH BIARO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL7, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 607.019.898.022,00
2. Belanja Daerah

Surplus/(Defrsit)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimala dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 20.362.755.609,00
b. Dana Perimbangan Rp. 505.976.581.000,00
c. Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 80.680.56f .413,00

Ro.632.726.597.505.00

Rp. (2s.706.699.483,00)

Rp. 25.706.699.483,OO

Rp. 0,00

Rp. 25.706.699.483,00

Rp. 0,00

MEMUTUSI(AN:



(21 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri
dari pendapatan:

a. Pajak Daerah Rp. 4.521.87O.O23,OO

b. Retribusi Daerah Rp. 4.552.791.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan Rp. 318.548.586,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 10.969.546.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana BeEl Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 1f .415.483.000,00
b. Dana Alokasi Umum Rp.379.017.398.000,00

c. Dana Alokasi Khusus Rp. 115.543.700.000,00
(41 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 8.426.263.413,00
a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 72.254.298.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Belanja Tidak l.angsung Rp.317.6O8.754.034,00

b. Belanja Langsung Rp.315. 1f 7.843.471,00
(21 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.2O1.473.755.634,00
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 6.650.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 3.O25.422.95O,OO

d. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 1O5.459.575.450,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
(3) Belanja l^angsung s6lagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis

belanja :

a. Belanja Pegawaisejumlah Rp. '1 f .942.801.000,00
b. Belanja-Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 118.250.131.892,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 184.924.910.579,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 25.706.699.4A3,00

b. Pengeluaran sejurnlah Rp. 0,O0

12) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 25.706.699.483,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,O0



(3)

c.HasilPenjualanKekayaanDaerahyangdipisahkanRp.o,0o
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp' 0'O0

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp' o,0o

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp' 0'00

Pengeluaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbterdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukkan Dana Cadangan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sejumlah
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

Rp. 0,00

Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. O,OO

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LamPiran I Ringkasan APBD;

 \

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. I"ampiran VIII
9. Lampiran IX

10. Lampiran X
1 1. Lampiran XI

4

5

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah

La.mpiran IV
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatanl

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun anggalan sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembdi dalam Tahun

Anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah, dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah'

Lampiran V

12

13

Lampiran XII
L,ampiran XIII

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai Landasan operasionat pelaksalraan APBD.

Urusan Pemerintahan Daerah,



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratural Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 36 Januar j, 2017

PA -
SIAU TAGULAIIIDAITG BIARO,

TOITI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tangga] 30 Januar i 2017

I(ABUPATEN I(EPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ADR MANENGT(EY

/A LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG

BIARO, PROVINSI SULAWESI UTARA : t4 l2016

((
i)(


